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BAB I1
TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN

A.Perkawinan Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam ilmu figih menggunakan kata nikahg berasal
dari bahasa arabnékahd, “yankihd, atau ‘hikahari, yang berarti kawin
atau mengawini (Munawir, 1997 :1461). Pengertidam dalam figh Islam
disebutkan nikah adalah akad yang mengandung Wedolenelakukan
hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin yaegnakna dengan itu
(Taqiyyudin,tth,27).

Beranjak dari makna etimologi inilah para ulamalkihf
mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungatodis. Untuk lebih
jelasnya beberapa definisi akan diuraikan dibawmakeperti yang dijelaskan
oleh Wahbah al-Zuhaily, yaitu akad yang membolefhtkgadinyaal-istimta
(persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakwkathi, dan
berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita gmgramkan baik sebab
keturunan atau sepersusuan (al-Zuhaily,1989:29).

Nikah adalah akad yang memberi faedah untuk mkékunut’ah
secara sengaja, artinya kehalalan seorang lakitetkk beristimta dengan
seorang wanita selama tidak ada faktor yang méaghissahnya pernikahan

tersebut secara syar'’i. (Tarigan, 2004:60)
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Menurut Hanafiyyah dalam kitabAl-Figh ‘ala al-Madzib al-
Araba’ah, nikah adalah akad yang mengandung lafah ,selanjutnya Al-
Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad gyamengandung
kebolehan melakukan persetubuhan yang mengandulagn&kahu atau
tazwij (Al Jaziri,tth:3)

Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya Al-Ahwal Al-
Syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yaagimbulkan akibat
hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan ama&rdaki dengan
perempuan saling tolong menolong serta menimbuhan dan kewajiban
diantara keduanya.(Zahrah, 1957:19)

Definisi yang diberikan oleh ulama-ulama fikih tdi® bernuansa
biologis.Hal ini bisa dilihat karena nikah hanyabagai akad yang
menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan.

Para pakar Indonesia juga memberikan definisiatentperkawinan
antara lain menurut:

1. Menurut Sajuti Thalib (1996 : 2), perkawinan adaklatu perjanjian
yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama aesadr antara seorang
laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yangalkek santun
menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia .

2. Menurut Hazairin bahwa inti dari sebuah perkawiaaalah hubungan
seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinala)tidk ada hubungan

seksual (Hazairin, 1961:61).
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3. Menurut Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asliakdapat juga berarti
agad dengannya menjadi halal hubunga kelamin apt@adan wanita,
secara lebih tegas perkawinan juga dapat didamssebagai hubungan
seksual. (Hosen,1971:65).

2. Sumber Hukum Perkawinan.

Sumber-sumber hukum perkawinan Islam adalah Ala&@uiSunnah
Rasul dan ijtihad. Ayat-ayat Al-Quran yang mengatasalah perkawinan
dapat disebutkan mulai adanya penegasan bahwa Afiehciptakan
makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasang-pasanggk dalam dunia
manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, untuk ungkinkan
terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkaidugén jenis masing-

masing.

Dalil tentang nikah atau perkawinan sangat bamymui dalam Al

Qur’an, antara lain:
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“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasasggaya kamu
mengingat kebesaran AllafQ.S. Adz-dzariyat 49]

~ £o0 & P8

e apel o S9N S s Glem ENT B il i

PO ~ A9 2
(o) o )A-L*a

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-
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pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkahn loumi
dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak eker ketahui”
[Q.S Yasin 36]
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“Hai manusia, rang perempuan dan menjadikan kanasbangsa -
bangsa dan  bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia aliankamu disisi
Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kames8ngguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal]Al-Hujurat 13]
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“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padg@$3] Allah
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allabmperkembang
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. darabgvalah kepada
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamagsateminta
satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan asifrahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasu.kaf®.S An-
Nisa 1]
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“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenikamu sendiri dan
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, arakak dan cucu-cucu,



33

dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Meakah mereka
beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikm&hA?"[Q.S An-Nahl
72]

Dari ayat-ayat Al-Quran tersebut dapat ditarikatsu pengertian
bahwa perkawinan adalah tuntunan kodrat hidup yajusnnya antara lain
adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsangkehidupan

jenisnya.
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“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dmenciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu derung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kagdan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-bendapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.[Q.S Ar-Rum 21]
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“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantakamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayaang lelaki dan
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereggnmillah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah NMaksa (pemberian-
Nya) lagi Maha mengetahui.
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dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklamjaga kesucian
(diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka derkmminia-Nya. dan

budak-budak yang kamu miliki yang memginginkanaogign, hendaklah
kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mtahge ada kebaikan
pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahatpa harta Allah

yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kaaksa budak-budak
wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang merekaliis mengingini

kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntunganiawun dan

Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhligla adalah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mersés)dah mereka
dipaksa itu.”[Q.S An-Nur 32-33]

Ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa tujuan periawiadalah
untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hiddga seenumbuhkan
rasa kasih sayang antara suami istri bersangkutasuknya, demikian pula
dikalangan keluarga yang lebih luas, bahkan judand&ehidupan umat

manusia umumnya.

Meskipun Al-Qur'an telah memberikan ketentuan-katan hukum
perkawinan dengan amat terperinci sebagaimana uliseb diatas, tetapi
masih diperlukan penjelasan-penjelasan Sunnah Raskimengenai hal-hal
yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yaladp disebutkan dalam

Al-Qur'an secara garis besar.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agamal&epanusia
yang mampu untuk segera melaksanakannya.Karenavgedn itu dapat
mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri darbuat zina. Oleh

karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk ikaén sementara
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perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siapnjaikan untuk

berpuasa.Hal seperti bunyi hadis yang diriwayatkeh Imam Muslim:
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“Hai para pemuda, barang siapa diantaramu sekaltalah cukup siap
kawin, maka segeralah kawin, karena perkawinan dapat
menundukkan pandangan mata dan menjaga kehormatarbarang
siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, kammasa itu
dapat mengurangi syahwat” (Muslim,173:7M.Syamilah. H. : 2485)

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuh#&gisonanusia
yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinandigiiean menjadsunnah

beliau.
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Diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, bahwa sesunggahsgkelompok
sahabat Nabi bertanya pada istri-istri Nabi tentaAimal beliau yang
dilakukan dengan rahasia, sebagian sahabat berkatdu tidak
menikah dengan wanita” sebagian lagi berkata: “akidak memakan
daging”, sebagian lagi berkata: “aku tidak tidur @lias alas”.Maka
Rosulullah membaca Hamdalah dan memuji Allah ladukata: “
apa yang dilakukan orang-orang itu mereka berkdiegini begini,
akan tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuka d&uw anenikahi
perempuan. Maka barang siapa membenci sunnahkua maukan
temasuk golongankyH.R Muslim 175 : 7) (M.Syamilah. H. : 2487)

Beberapa contoh sunnah Rasul mengenai hal-hal yiohk

disinggung dalam Al-Qur'an dapat disebutkan anf@rasebagai berikut:
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1. Hal-hal yang berhubungan dengan walimah.

2. Tata cara peminangan.

3. Saksi dan wali dalam akad nikah.

4. Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian.

5. Syarat yang disertakan dalam akad nikah.

Beberapa contoh penjelasan Sunnah Rasul mengehaialhgang

disebutkan dalam Al-Qur’an secara garis besar afaar sebagai berikut:

1. Pengertian quru’, yang disebutkan dalam Al-Qur'amgenai masa ‘iddah
perempuan yang dithalak suaminya.

2. Bilangan susunan yang mengakibatkan hubungan mahram

3. Besar kecilnya mahar (maskawin).

4. ldzin keluar rumah bagi perempuan yang mengalaidat talak raj'i.

5. Perceraian yang terjadi karena li'an merupakan athajang tidak
memungkinkan bekas suami istri kembali menikah .la@Khalil

Rahman,tt:27)

Meskipun Al-Qur'an dan Sunnah Rasul telah membarikatentuan-
ketentuan hukum perkawinan secara terperinci, itet@pm beberapa masalah
pemahaman tentang masalah-masalah itu seringkafmhenhgkan adanya
pemikiran para fugaha.Disamping itu, didalam hdl4ang tidak terdapat
ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur'an dan SurfRasul diperlukan

adanya ijtihad untuk memperoleh ketentuan hukuniiigalnya mengenai
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harta bersama yang diperoleh selama perkawinamrgsting, perkawinan
wanita hamil karena zina, akibat pembatalan pengaa terhadap hadiah-

hadiah pertunangan dan sebagainya.
. Syarat perkawinan.

Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya vpedmJika
syarat-syarat terpenuhi, perkawinannya sah danmieertkan adanya segala
kewajiban dan hak-hak perkawinan. Untuk mempergi@mbaran yang jelas
mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut huktam, akan dijelaskan
sebagai berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikikiin-rukunnya sebagai

berikut (Khalil Rahman,tt:31) :

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
Beragama Islam.

2. Laki-laki.

3. Jelas orangnya.

4. Dapat memberikan persetujuan.

5.

C

=

Tidak terdapat halangan perkawinan.
alon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam, atau Yahudi dan Nasrani yang naessitturun
temurun.
Perempuan.
Jelas orangnya.
Dapat memberikan persetujuan.
. Tidak terdapat halangan perkawinan.
c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

1. Laki-laki.

2. Dewasa.

3. Mempunyai hak perwalian.

4. Tidak terdapat halangan perwalian.
d. Saksi nikah, syarat-syaratnya :

1. Minimal dua orang laki-laki.

2. Hadir dalam ijab Kabul.

QTN
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Dapat mengerti maksud akad.
Islam.
Dewasa.

e. ljab Qabul, syarat-syaratnya:

1.
2.
3.

7.

Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempedai pr
Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan ldgia nikah
atau tazwij.

4. Antara ijab dan gabul bersambungan.
5.
6. Orang yang berkait dengan ijab gabul tidak sedatana ihram

Antara ijab dan gabul jelas maksudnya.

haji/umrah.

Majelis ijab gabul itu harus dihadiri minimum empatang,
yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali der@mpelai
wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, apakitiak

terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tigalk. Disebutkan

dalam kitabAl-Figh ‘ala al-Madzib al-Araba’ah ( Al Jaziri,tth:5) : nikah

fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-sysat sedangkan nikah

batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya, ldakum nikah fasid

dan nikah batil adalah sama yaitu tidak sah.

4. Rukun Perkawinan.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada $aaikdinnya suatu

perbuatan.Demikian juga rukun perkawinan harus pip@nuhi pada saat

dilaksanakannya perkawinan.Kalau salah satu rukdak tdipenuhi maka

perkawinan menjadi batal.

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yangssdikalangan

fugaha Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendap&ebaan dengan
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apa yang termasuk rukun dan apa yang tidak. Bapkabedaan itu juga
terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukam mhana yang

termasuk syarat (Tarigan,2004:60).

Sebagai contohAbdurrahman Al-Jazari menyebutkarg yarmasuk
rukun adalah al-ijab dan al-gabul dimana tidak akian nikah tanpa
keduanya. Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurggta, rukun nikah
terdiri dari al-ijab dan al-gabul, sedangkan yaaigrlya termasuk syarat (Al-

Jaziri,tt:12) .

Menurut Hanafiyyah, nikah terdiri dari syarat-syayang terkadang
berhubungan dengasighat berhubungan dengan dua calon mempelai dan
berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi'iyyaklinat syarat
perkawinan itu ada kalanya menyangkighat wali, calon suami-istri dan
juga syuhud Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada loakn
suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dsighat. Menurut
Malikiyyah, rukun nikah itu ada lima: wali, mahalon suami, calon istri

dansighat(Sabiq,1983:29).

Adapun rukun nikah ada lima, disebutkan dalam Kiatkhul Mu’in,
yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, duaamg saksi dan sighat

(As’'ad,1979:13).

5. Pencatatan perkawinan
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Pada hakekatnya Al-Qur’an dan Hadist tidak mamgsecara konkret
dan jelas tentang pencatatan perkawinan sepentiydatlalam masalah
mu’amalah (mudayanah) yang dalam situasi tertemperidtankan untuk
mencatatnya, tetapi sejalan dengan tuntutan daremdangan zaman dan
berbagai pertimbangan akhirnya hukum perkawinaimdionesia mengatur
masalah pencatatan perkawinan tersebut. Hal inaseengan firman Allah

SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 282:
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermwalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklehmu
menuliskannya.Dan hendaklah seorang penulis diantakamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulisggan
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menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannynaka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang utterig itu
mengimlakannya (apa yang akan ditulis itu), dandaifah ia bertaqwa
kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurasgdikitpun
daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu oraagy lemah akalnya
atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mamp
mengimlakannya, maka hendaklah walinya mengimlai@ntiengan
jujur.Dan persaksikanlah dengan dua orang saksii daang lelaki
diantaramu.Jika tidak ada dua orang lelaki, makdehoseorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kadhai, supaya
jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkantaraganlah saksi-
saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila nsedipanggil; dan
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecdupun besar
sampai batas waktu pembayarannya.Yang demikialtelii adil disisi
Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian darhlelekat kepada
tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulisan mu’amalahitu, kecuali
jilka mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu fédan diantara
kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamdakti
menulisnya.Dan persaksikanlah apabila kamu berjuzli; dan
janganlah penulis dan saksi daling sulit dan meitkaih.Jika kamu
lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya haladalah suatu
kefasikan pada dirimu, dan bertagwalah kepada Allahllah
mengajarimu; dan Allah maha mengetahui segala dasua

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perjanjian hutarigtapg
hendaklah dilakukan pencatatan, apalagi pernikagang merupakan
perjanjian miitsaaghan ghaliizhgnperjanjian yang kuat dan kokoh yang
memerlukan kepastian hukum dan perlindungan untpemhtingan anak,

cucu maupun harta benda yang dimiliki.

Sesuai dengan kondisi pada waktu itu, bentuk pereawtersebut
tidaklah timbul suatu problem sosial kemasyarakatBiamun seiring
perkembangan zaman, persoalan sosial, dan hukunjadnesemakin
kompleks, sehingga pelaksanaan perkawinan yangahdilaksanakan sesuai

hukum agama dan adat istiadat, dimungkinkan akajadie persoalan
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dikemudian hari.Perkawinan disamping harus adaakai guga diperlukan
adanya bukti yang otentik yang sah mendukungnyanéamengingat bahwa

perkawinan adalah suatu akad perjanjian yang s&ogatdan kokoh.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkatertkean
perkawinan dalam masyarakat.Ini merupakan suatwaupgang diatur
melalui perundang-undangan, untuk melindungi mattattan kesucian
perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalahnidkpan rumah
tangga, serta untuk memberikan kepastian hukum pagangan yang

menikah.

Menurut Dr.H.Amir Nuruddin,MA. dan Drs. Azhari Akra
Tarigan,M.Ag. terdapat beberapa analisis yang tdapdikemukakan
mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhgtag serius oleh figih
walaupun ada ayat Al-Qur'an yang menganjurkan unhéncatat segala
bentuk transaksi muamalah. Pertama, larangan uméuulis sesuatu selain
Al-Qur’an. Akibat kultur tulis tidak begitu berkerabg dibandingkan dengan
kultur hafalan (oral). Kedua kelanjutan dari ygmgrtama, maka mereka
sangat mengandalkan hafalan(ingatan). Agaknya mgagsebuah peristiwa
perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untukkditan. Ketiga tradisi
walimat al-urusy walaupundengan seekor kambing merupakan saksi
disamping saksi syari’i tentang sebuah perkawing@empat ada kesan

perkawinan yang berlangsung pada masa awal Isldombterjadi antara
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wilayah Negara yang berbeda. Biasanya perkawinada pmasa itu
berlangsung dimana calon suami dan calon istrideetmlam satu wilayah
yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saldunb dibutuhkan

(Tarigan,2004 :120).

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinareis@afan
yang semakin kompleks maka banyak sekali perubpbamahan yang
terjadi. Pemakaian kultur lisan (oral) tidak lagpat diandalkan tidak saja
karena dapat hilang dengan sebab kematian, madaga juga mengalami

kelupaan dan kekhilafan. Atas dasar ini diperlukalouah bukti otentik.

Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hulekeldargaan
Islam adalah dengan dimuatnya pencatatan perkawsabagai salah satu
ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatagambaharuan hukum
Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan ahalakitab-kitab figih

ataupun fatwa-fatwa ulama.

B. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
1. Pengertian Perkawinan
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawexdelah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sgovaanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah taphg@ng bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
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Menurut Prof.Dr.Amir Syarifuddin terdapat beberapal dari

rumusan tersebut yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Digunakannya kata seorang pria dengan seorang awvanit
mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah anganis
kelamin yang berbeda.

2. Digunakannya ungkapan sebagai suami istri menganaut
bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenésrke yang
berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya datdahn
hidup bersama.

3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan getkan yaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang
menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimyarey
berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinanltahl

Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa nmuddkan

bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwvanza dan dilakukan

untuk mematuhi perintah agama. (Syarifuddin, 2006:4

Pencatuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha E$shada
karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancgailg sila
pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.Sampmii degas
dinyatakan bahwa perkawinan memiliki hubungan yamgt sekali
dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan m#fammempunyai

unsur batin/rohani. (Ramulyo,1996 :2)

Apabila pengertian perkawinan diatas dibandingkangan
pengertian perkawinan yang tercantum dalam paddhdang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974, menurut Mulyadi,SH., MS, tigala perbedaan
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yang prinsip .Lain halnya dengan KUHPerdata, sédidbiPerdata tidak

mengenal definisi perkawinan. (Mulyadi, 1997:7)

Perkawinan adalasunnatullahyang berlaku bagi semua umat
manusia guna melangsungkan hidupnya dan guna mel@ipdeturunan,
maka agama Islam sangat menganjurkan perkawinamainj ini
dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yangptardalam Al-
Qur'an dan Hadist. Hal ini sesuai dengan pasal @&pitasi Hukum Islam
bahwa perkawinan menurut hukumislam adalah peraikagaitu akad
yang kuat ataumiitzaagah ghaliidharuntuk mentaati perintah Allah dan
melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuartuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah odata dan
rahmah.

Kata miitsaaqah ghaliidhanni ditarik dari firman Allah SWT dalam
Surat An-Nisa Ayat 21 yang artinya:

N\
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“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padadeddagian
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lainageb suami
istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambilard kamu
perjanjian yang kuat.”

Maksud perkataan nikah sebagaiman terdapat dalgah yang
tersebut yang berarti bukan merupakan perjanjiag ygasa melainkan suatu

perjanjian yang kuat.
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Perjanjian dalam perkawinan adalah bukan merupaemnbarang
perjanjian, hal ini berarti bahwa perjanjian dalgerkawinan tidak sama
dengan perjanjian pada umumnya, misalnya dalaramgem sewa menyewa,
tukar menukar dan jual beli, dimana masing-masihgkpbebas mengadakan

perjanjian untuk menentukan isi dari perjanjiasédiut.

Dengan demikian perjanjian dalam perkawinan meé@payang
isinya adalah suatu persetujuan dimana isi daggbgjuan tersebut harus
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada didaaomdang-undangan
perkawinan yang berlaku, oleh karena itu ketentigzwang isi persetujuan
itu sudah ada terlebih dahulu, sehingga seorangldiak dan seorang
perempuan bersepakat untuk melakukan suatu perkavwgatu sama lain.
Hal ini berarti bahwa mereka telah benar-benardpaisat untuk taat pada
ketentuan yang berlaku mengenai hak dan kewajibasing-masing pihak
selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsurtg s®engenai

kedudukan perkawinan, kedudukan anak keturunannya.

Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yasgaudalam
pergaulan masyarakat. Pernikahan itu bukan hamgti galan yang mulia
untuk mengatur kehidupan manusia dalam berumahg#anign menjaga
keturunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandabgga suatu jalan menuju

kepintu perkenalan antara satu kaum dengan kauglgan
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Pertalian pernikahan adalah pertalian yang seteggihnya dalam
kehidupan manusia, bukan saja antara pasangan sustmi dan
keturunannya, tetapi antara kedua keluarga yangabgkutan. Dari
pergaulan antara suami istri yang saling mengasiain berpindah pula
kebaikan kepada keluarga yang bersangkutan darn oegwaelihara diri dari

hawa nafsunya.

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, sedangkanurut istilah
bahasa Indonesia adalah perkawinan. Dewasa iap Ketli dibedakan antara
nikah dan kawin, akan tetapi pada prinsipnya anfaeanikahan dan

perkawinan hanya berbeda didalam menarik kata saja.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang psanrnpengertian
perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikekarkada satu unsur
yang merupakan suatu kesamaan dari seluruh pendgpéitt bahwa
perkawinan merupakan suatu perjanjian perikataarangeorang laki-laki
dan perempuan.Perjanjian disini merupakan perjanjiguci untuk

membentuk keluarga antara seorang laki-laki darasgovanita.

2. Sumber Hukum Per kawinan.

Kita bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Und&tasional yang
berlaku bagi seluruh Warga Negara Republik Ind@esitu Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Rérian.
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Sebelum Undang-Undang tersebut berlaku, di Indandsérlaku
beraneka ragam Hukum Perkawinan bagi berbagai gatorpenduduk dan

berbagai daerah, yaitu:

1. Bagi Orang Indonesia asli yang beragama Islam keH#ukum Agama yang
telah diresepsir dalam Hukum Adat;
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku tiolAdat;
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama dfristerlakuHuwelijks
Ordonnantie Christen IndonesiefS.1933 Nomor 74);
4. Bagi orang-orang Timur Asia Cina berlaku ketenthatentuan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perabaha
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Nagdndonesia
Keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Huk&dat mereka;
6. Bago orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesiauknan Eropa dan
yang disamakan dengan mereka Kitab Undang-UndakgrAPerdata.
Dengan keluarnya Undang-undang Perkawinan tersemdka
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undaorglonansi dan
peraturan-peraturan sebelumnya, sejauh telah dlatam Undang-undang yang
baru itu dinyatakan tidak berlaku.
Meskipun demikian hukum perkawinan Islam bagi kaonuslimin
memperoleh jaminan tetap berlaku, sebagaimana ddphtimkan dengan jelas
dri pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dary ydiisyaratkan dalam

banyak pasal Undang-undang. Hal ini sejalan puteyae jaminan pada pasal
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29 Undang-undang Dasar 1945 yang bersumber kepacteastla, sila
Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasar falsafah Negara.

Dengan tetap berlakunya hukum perkawinan Islam biegim
muslimin disamping telah adanya Undang-undang Renieen itu tidak berarti
bahwa pasal-pasal pada Undang-undang Perkawinaentzrgan dengan
ketentuan hukum perkawinan Islam, yang oleh karngmdiak berlaku bagi
kaum muslimin, hal ini tidak boleh diartikan denaiki

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor huiia 1991
Tanggal 10 Juni 1991 merupakan puncak pemikirah fitgdonesia. Hal ini
didasarkan pada diadakannya Lokakarya Nasionalg gialatangi tokoh ulama
figh dari perguruan tinggi, dari masyarakat umuan diperkirakan dari semua
lapisan ulama figh dalam pembahasan, sehinggd datilai sebagai ijma’
Ulama Indonesia. Kompilasi hukum Islam tersebubadhpkan dapat
dipedomani para hakim dan masyarakat seluruhnyeengapada hakekatnya,
secara substansial kompilasi tersebut dalam segasgjarahnya telah menjadi
hukum positif yang berlaku dan diakui keberadaaritgm@ena semula, hukum
Islam yang dimaksudkan tersebut diatas merupak&nnmwdalam kitab-kitab
figh yang banyak didalamnya terdapat perbedaan gpenid dicoba
diunifikasikan ke dalam bentuk kompilasi.

3. Syarat Perkawinan.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawmemgatur

tentang syarat-syarat perkawinan dalam Bab Il Fasal
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(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kadtua mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belencapai umur
21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kegiia orang tua.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua teétinggal dunia atau
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya nzin
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh daangrtua yang masih
hidup atau dari orang tua yang masih mampu mengate&hendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia déam hal tidak
mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperaehwdli, orang
yang dalam garis keturunan lurus ke atas selamakaenasih hidup
dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat orang-orang yselgut dalam ayat
(2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang kailn diantara mereka
tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dadésrah hukum
tempat tinggal orang yang akan melangsungkan peleawiatas
permintaan orang tersebut dapat member izin seteliddbih dahulu
mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2)la3)4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayapdSal ini berlaku
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan keperoaya itu dari
yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyarataggratan yang lebih
rinci.Berkenaan dengan calon mempelai pria danncalempelai wanita,
undang-undang mensyaratkan batas minimum umur clami sekurang-
kurangnya berumur 19 tahun, dan calon istri selgikamangnya berumur 16
tahun.

Dalam hal terdapat penyimpangan terhadap pasapadt alakukan
dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atmbafain yang
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupumlpivanita.

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 2tsharendapat

izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam P@jabyat 2,3,4 dan 5
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal inipitasi tampaknya

memberikan aturan yang sama dengan undang-undeakepean.

4. Rukun Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenahyada

rukun nikah, namun hanya mengatur tentang syaeatsyerkawinan
sebagaimana telah diuraikan diatas. Sedangkan dé&anmpilasi Hukum
islam Pasal 14 sampai dengan pasal 17 menerangkamg rukun dan
syarat perkawinan. Rukun yang paling utama adaddbncsuami istri
yang telah cukup umur, hal ini sesuai dengan pBsayat (1) bahwa
untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga peravwianya boleh
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai unamgyditetapkan
dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 1T aBd4, yakni
calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun adon istri
berumur 16 tahun. Ketentuan batas umur ini sejddsngan prinsip yang
diletakan Undang-undang Perkawinan bahwa calon isistm harus
telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkaranuperkawinan
secara baik tanpa berakhir pada perceraian danapanhketurunan yang
baik dan sehat.

5. Pencatatan Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak saja mengxapa

pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang pentatgpi juga

menjelaskan mekanisme bagaimana pencatatan peg@wiitu
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dilaksanakan. Di dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatabanmwa“Tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-urgdn yang
berlaku”.

Kompilasi hukum Islam memuat masalah pencatatakapsnan
ini pada pasal 5:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyardklm, setiap
perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) @@akaleh Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Urdagang
Nomor 22 Tahun 1946 jo.Undang-undang Nomor 32 Tdlg4.

Teknis pelaksanaanya dijelaskan dalam Pasal 6 y@ngebutkan:

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiapapa@nian harus
dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasanvBiegancatat
Nikah.

(2) Perkawinan yang dilaksanakan diluar pengawasanwedzencatat
Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomortuid 975

Bab Il Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan \par&a:

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsorgk&awinan
menurut ajaran agama Islam, dilakukan oleh Pegaweicatat,
sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang NotndaBun
1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk.

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsnongka
perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaanuayaeiain
agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Peraawpada
kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalambaler
perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yamgue berlaku
bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkéadae peraturan
yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinanukiaksebagaimana
ditentukan dalam pasal 9 PP ini.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat

administratif selain substansinya bertujuan unt@wojudkan ketertiban
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hukum, juga mempunyai cakupan manfaat yang sangaarbbagi
kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. debus. Ahmad
Rofig,MA.setidaknya ada dua manfaat pencatatanapenan, yakni:
Pencatatan memiliki manfaat prefentif, vyaitu untuk
menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atawyipgangan rukun
dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukunmamag dan
kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-uadang
Pencatatan sebagai tindakan represif dapat digrlasebagai
berikut; bagi suami istri yang karena sesuatu leskgwinannya tidak
dibuktikan dengan akta nikah, kompilasi membukaekestan bagi
mereka untuk mengajukan permohois@atnikah (penetapan) kepada
pengadilan agama. (Rofiq,2003:117)
Dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyebotk
(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nylaiy dibuat oleh
Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan denghita nikah, dapat
diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
(3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agimeatas mengenai
hal-hal yang berkenaan dengan :
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian penleayi

b. Hilangnya akta nikah;
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c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah sgdrat

perkawinan;

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunydddg-undang
Nomor 1 Tahun 1974,

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmmeyai

halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomahii 1974.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan isbathnika
menurut ayat (4) tersebut adalah suami atau mtak-anak mereka, wali

nikah, atau pihak-pihak yang berkepentingan depgakawinan itu.



